KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 272 TAHUN2016
TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI KOTO LAMO LAKITAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

Mengingat

o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sehubungan de'ugan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama
tentang Pendirianfl’f:.ﬁegeriﬂn Madrasah. perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Pendirian/Penegerian  Madrasah  Ibtidaivah  Koto Lamo  Lakitan
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lclﬁbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah



Menetapkan

KESATU

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
-1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kola sebagaimana
telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian
Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian
Madrasah Yang Diseleﬁggarakan oleh Masyarakat ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan [slam Nomor 5885 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis  Perpanjangan lzin Pendirian Madrasah,
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti lzin Pendirian Madrasah Karena
Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen izin

Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI KOTO
LAMO LAKITAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

Memberikan surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah
kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Négeri Koto Lamo Lakitan
Nomor Statistik Madrasah: 111113010002

Alamat Madrasah : Jalan Koto Lamo Lakitan



Kecamatan Lengayang
Kabupaten Pesisir Selatan
KEDUA ¢ Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah ini diterbitkan
sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian
Madrasah yang bersangkutan yang hilang.
KETIGA t Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 QOktober 2016
a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,




KEPUTUSAN MENTER] AGARIA REPUBLAR INDONES A

NOMOR ggyTAHUN 1995
TENTANG

PEMAUKAAN RAN PENEGEI: AN BEUERAPS MADRAAN

Lionioniiaryg

RMeagingat

MENTERI AGAMA RURLBLUIL INDRMESIA,

bahwa dalam meanjieg peodmngunin nastond Jiading
pendidikan, dipumlieg perla melaksanalan Feanniaan dan
Penegerivn Madragah wntuk dupat dijacilie sohagai modsl,
sotivasi dan pembinion Madrassh Swisia disctuee o,

(B8

o,

Undang-vodany Momod 2 Taliva 1989 toanny Siacm
Pendidikan Nasteeal (Lembaran Mepeo Talmn 1938
Momor 6, Tumbaihza Lembarin Negarn Pooeer L3005,

Peraturan Penerintul Noviov 28 Tuhun 1990 weotung
Pendidikan Dasar  (Lamsbaran Negara Tabsan 19910 Mogaor
36, Tambahon Lesbaran Negara Nonwr 3105,
Peraturan Pemeriatah Nonor 29 Tabeoa 2050 1o e
Pendidikan Meocnpgah (Leabaran Neyars falen (040
Nomor 37, Tambahan Lanbaran Negary Nonsse 31081
B
Kepntusan Prosiden Nomor 44 Tiahes 1575 vegeey
PL)EU‘I.'-FQL:&& Org afnndsd DL:]'f'.LJ'I-.:l‘.t'h:rl]

Keputusan Presiden Momor § 5 Takue 1984 lwiave
Susunan Orgunisasi, sehagaimana telai bebioraps ol
diubah, terekhic Joagan Kepedivan Preaulen Nomiae G
Tihua 1903;

6. Kopnibasan.



